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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA JAYA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG JAWA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan keberlangsungan pelayanan
penyediaan air minum kepada masyarakat di Pulau Untung Jawa
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubernur
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penugasan Perusahaan Air Minum
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jaya dalam Pengelolaan
Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis
di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
perlu diubah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018
tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Jaya dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air
Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

3. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penugasan
Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jaya dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan
Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71011);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN
PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA JAYA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG
JAWA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018
tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Jaya dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air
Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada PD AM Jaya dalam
pengelolaan SPAM dengan teknologi Reverse Osmosis di Pulau
Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengoperasian;
pemeliharaan;
perbaikan;

peningkatan; dan

L

perluasan.

(3)Untuk perluasan cakupan pelayanan air minum kepada
masyarakat, PD AM Jaya dapat melakukan investasi SPAM
dengan teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa.

(4) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) PD AM Jaya dapat bekerja sama dengan Dinas Sumber
Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) diperpanjang selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
16 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2026.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS»'IBUKOTA JAKARTA,
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Y AN YUHANAH
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